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PERATURAN DAERAHhKABUPATEN S IMALUNGUN
NOMOR : 20 TAHUN 2000

TENTANG
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT
ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT DI KABUPATEN 'SIMALUNGUN

DENGAN RAHMAT TUIAN YANG MAHA ESA
BUPATI S%&ALUNGUN

Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti pasal 111 ayat (2)
Undang- undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerin-
tahan Daerah dan pasal 43 Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 64 Tahun- 1999 tentang Pedoman umum

 Pengaturan Mengenai Desa dipandang perlu menetapkan
pengaturan, pemberdayaan, pelestarian dan pengemban-.
gan Adat istiadat dan Lembaga Adat.

b. bahwa untuk maksud tersebut &iataézperlu ditetapkan
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun.

Mengingat. : 1. Undang-undang Nomor 7" Drt. Tahun 1956 tentang
Pembentukan: Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Di
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956

-, Nomor. .58, Tambahan LembnrﬂnaNegarﬂanmor 1092);

 iﬁ{¥Undang undang Nomor ,22' Tahun 1999 tentang Pemerin-
© “tahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor &0,
“Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839),

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang

-~ Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lem-

. baran Negara -tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran
Negera Nomor 3848); L o

. .4, Peraturan .Pemerintah Nomor .25 .Tahun 2000 tentang

o Kewenangan Pemerintah P10p1n31 sebagai Daerah Otonom
( Lembaran Negara tahun 2000 Nomor . 54, ‘Tambahan
"Lembaran Negera Nomor 3952}, ) Co

: iKeputuaan ‘Pfesiden ~ Nomor ‘44 - tshun 1999 tentang
Lrnme UTehnis v Penyusunan ‘Peraturah Perundang undangan dan

a . syBentuk: Rancangan  Undang-iundang, Rahcangan Peraturan'
<« Pemerintah: dan- Rancangan Keputusan Pre31den'

6. Peraturan;M;n;eri -. Dalam, Negeri Nomor 4 Tahun 1999
tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalama
Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi

““Menteri Dalam Negeri inengenai Pelaksanaan Undang-"

'-*undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemer1ntahan Desa;

T KeputusaR‘Mentexx Dulam ‘Negeri ‘Nomor 64 Tahun 1999
<y - tentang Pedoman -Umum Pengaturan Mengenai Desa,

(R AR R L
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Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKTLAN RAKYAT DAERAH KARUPATEN STMALUNGUN

MEMUTUSEKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PEMBER- .

DAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT [STIADAT DAN
LEMBAGA ADAT DI KABUPATEN SIMALUNGUN

B AN )
KETENTUAN UMUM
Pasal i

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daserah adalah Kabupaten Simalungun.
b. Kepala Daerah adalah Bupati Simalungun.

c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta
perangkal Daerah COtonom. :

d. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerin-
tahan Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD
menurut azas Desentralisasi.

'e. Nagori adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang
memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat éetempat yang diakui dalam
sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah
Kabupaten. N

f. Pemerintahan Nagorf " adalah 'kegiatan pemevrintahan
yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagori dan
Mau jana Nagori :

g. Pemerintah Nagori adalah Pangulu dan Tungkat Nagori

h. Maujana Nagori adalah badan Perwakilan yang terdiri
dari pemuka-pemuka Masyarakat yang ada di Nagori
yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat
Peraturan Nagori, menampung dan menyalurkan
aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan
terhadap penyelenggaraan Pemerintah Nagofi.

i. Kepala Nagori adalah Pangulu

j. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar
kondisi dan keberadaan adatl istiadat, kebiasaan *
kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat lestari
dan semakin kokoh, sehingga hal ini berperan .
positif dalam pembangunan Nasional dan berguna bagi
masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat
kemajuan dan perkembangan zaman. -
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Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara
nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan,
terutama nilai-nilai etika, moral dan adat yang
merupakan inti adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam
masyarakat dan lembaga adat agar keberadannya tetap
terjaga dan berkesinambungan. '

Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan
terarah agar adat istiadat, Kkebiasaan-kebiasaan dan
lembaga adat tumbupgdan herkembang sehingga mampu
meningkatkan peranannyd dalam pembangunan sesuai dengan
perubahan sosial, budayh dan ckonomi yang sedang
berlaku. )

Adat istiadat adalah seperangkat nilai norma kaidah dan
keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersama
dengan pertumbvhan dan perkembangan masyarakat Nagori
atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara
masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola
kelakuan yang merupakan kebiasaan kebiasaan daliam
kehidupan masyarakat setempat.

Lembaga Adat adalah suatu Organisasi Kemasyarakatan,
baik yang sengaja dibentuk maupun secara wajar telah
rumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat yang
bersangkutan, atau dalam suatu masyarakat Hukum adat
tertentu dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak
dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan
berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu: pada adat
istiadat dan hukum adat yang berlaku.

BADB II :
TATA CARA PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN
PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT

Pasal 2

Pemberdayaan dan pefestarian serta pengembangan adat
istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan Lembaga Adat dilakukan
bersama oleh Organisasi atau Lembaga adat dengan :

a.

b.
c.

‘Kepala Dacrah untuk tingkat Kabupaten,

Camat untuk tingkat Kecamatan.
Pangulu/Lurah untuk tingkat Nagori/Kelurahan.
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' Pasal 3

(1) Dalam usaha Pemberdayaan dan pelestarian serta pengem-

- bangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan Lembaga
adat Kabupatlen sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan
Daerah ini, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan
Negori/Kelurahan dapat menetapkan berbagai kebijakan
dan atau Jangkah-langkah yang berdaya guna dan berhasil
guna dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah ini
setelah dimusyawarahkan dengan pimpinan atau pemuka-
pemuka pdat di wilayah Nagovi/Kelurahan dan Kecamatan
serta Kabupaten. '

(2} Kebijakan dan fangkah—]angkah schagaimana dimaksud
dalam ayat {1) Pasal ini, disusun dalam bentu Keputusan
'Pangulu/Lurah ditingkat Nagori/Kelurahan dan Keputusan
Camat di tingkat Kccamatan dan Keputusan Kepala daerah
ditingkat kabupaten, ‘

Pasal 4

Guna memantapkan, Pemberdayaan dan pelestarian serta
pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat
dan Lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah, Camat dan Pangulu/
Lurah membantu tersedianya sarana dan prasarana yang
memadai bagi terselenggaranya peranan dan fungsi Lembaga
Adat dalam menunjang kegiatan-kegiatan penyelenggaraan
pemerintakan, pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan
kemasyarakatan. ’

Pasal 5§

Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat
istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini
diarahkan pada hal-hal berikut ini : S
a. Pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya melalui
penyelenggaraan Pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan
pembinaan kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan
Pancasila dan ketentuan perundang-=undangan yang berlaku.

b. Terwujudnya kelestarian kebudayaan daerah, baikAanam‘
upaya memperkaya Kcbudayaan daerah maupun dalam rangka
memperkaya khasanah Kebudayaan Nasional.

¢. Terciptanya Kebudayasan dacrah yang menunjang Kebudavaan
Nasional yang mengandung nilai-nilai luhur dan beradab
sehingga mampu menyaring secara selektif terhadap nilai-
nilai budaya asing, yakni menerima yang positif dan
menolak yang negatif.
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d. Terkondisinya khasanah yang dapat mendorong peningkatan
peranan dan fungsi adat istiadat dan Lembaga Adat dalam
upaya : ' ' : .

1) Meningkatkan harkat dan martabat masyarakat setempat
dalam memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa,

2) Meningkatkan sikap ker}a keras,-disiplin dan tanggung
jawab sosial, menghargai prestasi, etika, estetika
dan profesi, beranj bersaing dan mempu bekerjasama
dan menyesuaikan diri secara kreatif untuk memajukan
kehidupan diri pribadi secara sosial dan memajukan
masyarakat. ' '

3) Mendukung dan  berpartisipasi aktif dalam menunjang
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksansan.
pembangunan dan pembinaan masyarakat pada semua
tingkatan pemerintahan, terutama ditingkat Nagori/
Kejurahan.

Pasal 6

(1) Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat
istiadatr, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga
adat sebagaimana dimaksud pasal § Peraturan Daerah ini
terutama ditujukan kepada adat jstiadat Simalungun dan
Lembaga Adat Partuha Maujana Simalungun, dengan tidak
menutup kemungkinan terbentuknya Lembaga Adat yang
lain. : S

(2) Dalam melakukan Pemberdayaan dan pelestarian serta

'~ pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyar-
akat dan Lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam ayat
T1) pasal ini, harus mendorong terciptanya :

a. Sikap Demokratis, adil dan objektif dikalangan
aparat Pemerintghan dan kemaysrskatan yang

bersangkutan.

b. Keterbukaan budaya terhadap nilaj - nilai budaya’
daerah lain daﬁ budaya asing yang positif.

¢. Integritas Nasional yang makin kokoh.



BAB I1]
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 7

(1) Maksud dilakukan Pemberdayaan dan pelestarian serta

(2)

(1)

pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masya
rakat dan Lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam pasal

"4 Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan

peranan nilai-nilai adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan
masyarakat dan Lembaga adat di daerah dalam menunjang
kelancaran penyelenggaraan Pemcrintahan, kelangsungan
Pembangunan dan peningkatan Ketahanan Nasional, serta
turut mendorong upaya mensejahterakan warga masyarakat
setempat, o

Tujuannya ialah mendorong, menunjang dan meningkatkan
parsipasi masyarakat guna kelancaran penyelenggaraan

Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan
Kemasyarakalan terutama masyarakat Nagori/Kelurahan
sehingga masyarakat sectempal mesasa toerpaneeil untuk

turut serta berlanggung jawab atas kesejahteraan kehi-
dupan masyarakat dan lingkungannya.

B AB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT

gﬁsal 8

Lembaga Adat sebagai wadah organisasi permusyawaratan/
pemufakatan Kepala Adat/Pemangku Adat/Ketua Adat dan
Pemimpin/pemuka-pemuka adat lainnya vang berkedudukan
di luar susunan organisasi Pemerintahan di Kabupaten,
Kecamatan dan Nagori/Kelurahan, :

Lembaga Adat memptnyai lugas scbagi bevikut

4. Menampung dan manyalurkan pendapat masyarakat kepada
Pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang
menyangkult Hukum Adat, Adat istiadat dan kebiasaan-
kebiasaan masyarakat.

b. Memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat
istiadat dalam rangka memperkaya Budaya Daerah serta
memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyeleng-
garaan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan
Pembinaan Kemasyarakatan. '
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c. MenC1ptakan hubungan yang demokratls dan harmonis
secara obJektxfkantara Kepala Adat/Pemangku Adat/
Ketua Adat dan Pemxmpln/pemuka pemuka adat dengan
Pemellntah i

Jika ada perbedaan pendapat antara Lembaga Adat dengan
Pemerintah, perbedaan itn diselesaikan ‘secara musya
warah/mufakat, apabila tidak berhasil diselesaikan,
upava penyelesaiannya' dilakukan oleh pemerintah yang
lebih tinggi dan ata( Lembaga Adat yang lebih tinggi
tingkatannya dengan‘_memperhatlkan:‘kepentlngan
masyarakat setempat. ‘ '

Untuk menjalankan tpgaS-sebagnimana dimaksud dalam ayat
(2) Pasal .ini, Lembaga Adat mempunyai fungsi melaksana-
kan kegiatan-kegiatan pendataan dalam rangka menyusun
kebi jaksanaan dan strategi untuk mendukung kelancaran
Penyelgnggaraan Pemerintahan, kelangsungan Pembangunan
dan mendukung kebefhasilan pembfnaan kemasyarakatan.

. BAB' V¥
HAK, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Lembaga Adat mempunyai hak dan ‘wewenang  sebagai

berikut A ‘

a. Mewakili masyafakétTadﬁt ke luar yakni dalam hal-hal
yang menyangkut 'kepentingan masyarakat adat.

b. MengelulaVQak4hak adat'dan;ataﬁ harta kekayaan adat
untuk meﬁingkntkan_kcmajuan,danfguraf hidup masyara-
kat ke arah yang lebih layak dan lebih baik.

c. Menyelesaikén‘perSE1isihan jdng ményangkut'perkara

adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat
sepanjang penyelesaxan ztu’tidak bertentangan dengan
peratyran pcrundang undangun .
Lembaga Adat"berkewajihan untuk ° melakukan hal-ha)
sebagai berikut :

a, Membantu kelancaran penyelenggaraan Pemer1ntahan,
pelaksanaan pembangunan dan pemblnaan Kemasyarakatan
terutama dalam pemanfaatnn hak-hak adat dan harta
kekayaan Lembaga. Adat dengan tetap memperhatlkan
kepentlngaqamasynrakat‘gdat setempat,
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(1)

(2)

{4)

b. Memelihara Stabilitas Nasional yang sehat dan
dinamis, yang dapat memberikan peluang vyang luas
kepada Aparat Pemerintah dalam melaksanakan tupgas-
tugas pcﬁyulcugguraan Pemerintahan yang bersih dan
berwibawa, pelaksanaan -pembangunan yang lebih
berkualitas dan pembinaan. masyarakat vyang adil dan
demokratls

¢. Menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap
terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam
rangka persatuan dan kesatuan bangsa.

B AR VI
SUSUNAN ORGANISAS]

Pasal 10
Susunan Organisasi Lembagia  Adat  tingkal Kabupaten,
kKecamatlan dan Nagori/RKelurahan Kepengurusannya dipilih
dan diangkal dari tokoh-tokoh masyarakat. tokoh-tokoh

adat istiadat, Cendikiawan dan rohaniawan yang terdiri
dari '

a. Seorang Kctua dan hehcrapa’xorang waki! ketua.

b. Seorang Sekretaris dan beberapa orang wakil Sekre-
 taris. -

c. Searang Bendahara ddn beberapa orang wakil bendahara
d. Beberapa orang Anggota.

e. Seksi-seksi sesuai kebutuhan,.

Susunan Organisasi atau Kepengurusan Lembaga Adat
tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Lembaga Adat
tingkat Kabupaten dan dilaporkan kepada Kepala Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Simalungun. ' '

Susunan Organisasi atau Kepengurusan Lembaga Adat
tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Lembaga Adat tingkat
Kecamatan dan dilaporkan kepada Camat dan. tembusan
kepada Kepala Daerah '

Susunan Organisasi. atau Kepengurusan Lembaga Adat
tingkat Nagori/Kelurahan ditetapkan oleh lLembaga Adat
tingkal Nagori/Kelurahan dan dilaporkan kepada Pangulu/
Luran, tembusan kepada Camat.
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BAB VII
'HUBUNGAN KERJA DENGAN ORGANISAST PEMERINTAH

Pasal 11

{1} Hubungan kerja antara " Lembaga Adat dengan Pemerintah
pada Dasarnya masing-masing adalah bersifat konsultatif
dan kemitraan.

(2) Diminta atau tidak xdiminta Lenbaga Adh; dapat
memberikan saran dan pendapat kepada Pemerintah
dibidang penyelenggaraad Pemerintahan, pelaksanaan
Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah
kerjanya.

(3) Hasil Keputusan musyawarah/mufakat dari Lembaga Adat
dapat menjadi pertimbangan bagi Pengadilan Negeri dalam’
usaha mempercepat penyelesaian suatu perkara.

BAB VIII
PEMBTIAY AAN

Pasal] 12

Bantuan Pembiayaan guna menunjang keberhasilan Pemberdayaan
dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat,
kebiasaan-Kebiasaan masyafakat dan Lembaga adat sebagaimana
dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini, dapat
ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori- dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. sesuai dengan
kemampuan keuvangan Daerah dan Nagori yang bersangkutan.

B AR TX
KETENTUAN PENUTUP

Pasaj 13
Hal-hal yang belum cukup diatur daiam pelaksanaan Peraturan

Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala
Daerah. '

Pasal 14
Dengan berlakunya peraturan Daerah ini segala'ketentuan

Peraturan Perundang—undangan yang bertentangan dengan
Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.



-103 -

Pasal 13

peraturan Daerah ini mulai beriaku pads tangssl

diundangkan.

L33

Agar supaya setiap orang mengetahdinys. nemetintahkan
pengundangan Peraturan Daerah -ini. dengan penempatannys
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

piundangkan di Pematang Siantar

Ditetapkan di pematang Siantar
pada tanggal 21 Desember 2000
BUPATI SIMALUNGUN, -
dto,’
JOHN RUGO SILlLAHI

Persetujﬁan Dewaﬁ Perwakilan Rakyat
Daserah Kab. Simglungun :

Nomor : 20/DPRD/2000
Tanggal : 21 Desember 2000

L

pada tanggal 22 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
STMALUNGUN,

dto,

ABDUL MUIS NASUTION

LEMBARAN DAERAH -
TAHUN 2000 NOMOR 32 SERI "D”

NOMOR 30.



